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Ketetapan Tap. MPRS No. VIII/MPRS/1965 tentang Prinsip-Prinsip Musyawarah
untuk Mufakat dalam Demokrasi Terpimpin sebagai Pedoman Bagi
Lembaga-Lembaga Permusyawaratan/Perwakilan.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XVI/MPRS/1966
tentang Pengertian Mandataris MPR.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No
XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib
Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan
Republik Indonesia.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor:
I/MPR/1973 Tentang Peraturan Tata-Tertib Mejelis Permusyawaratan
Rakyat.

Ketetapan MPR Nomor 1V/MPR/1973 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor
IVIMPR/1999 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999 —
2004.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor :
I/MPR/1973 Tentang Peraturan Tata-Tertib Mejelis Permusyawaratan
Rakyat.

Undang-undang Nr. 7 Tahun 1950, tentang Perubahan Konstitusi Sementara
Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-undang Dasar Sementara
Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 80 Tahun 1958 tentang Dewan Perancang Nasional
(Lembaran Negara Nomor 144 Tahun 1958 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 1675).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1700).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1952 Tentang Dewan Perancang Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1957 tentang Dewan Ekonomi Dan
Pembangunan.

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan
Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 — 20009.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat. Nr. 48 Tahun 1950 tentang
mengumumkan Piagam Penandatanganan Konstitusi Republik Indonesia
Serikat dan Konstitusi Republik Indonesia Serikat.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-20109.

Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 Tentang
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2005.

Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 Tentang
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2006.

Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2006 Tentang
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007 tentang
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2007.

Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2007 Tentang
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 tentang
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2008.

Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 Tentang
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 tentang
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2009.
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Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 tentang Rencana Kerja Pemerintah
(RKP) Tahun 20009.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Tahun 2010.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Tahun 2011.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Tahun 2012.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2012 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Tahun 2013.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Tahun 2014.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Tahun 2014.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Tahun 2015.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Tahun 2016.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Tahun 2017.

Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1989 tentang Rencana Pembangunan Lima
Tahun Kelima (Repelita V) 1989/90 - 1993/94.

Keputusan Presiden Nomor 319 Tahun 1968 tentang Rentjana Pembangunan
Lima Tahun.

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1974 tentang Rencana Pembangunan Lima
Tahun Kedua (Repelita 11) 1974/75 - 1978/79.

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1979 tentang Rencana Pembangunan Lima
Tahun Kedua (Repelita 111) 1979/80 - 1983/84.

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1984 tentang Rencana Pembangunan Lima
Tahun Keempat (REPELITA 1V) 1984/85 - 1988/89.

Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1989 tentang Rencana Pembangunan Lima
Tahun Kelima (Repelita V) 1989/90 - 1993/94.
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Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1994 tentang Rencana Pembangunan Lima
Tahun Keenam (Repelita V1) 1994/95 - 1998/99.

Penetapan Presiden Nomor 3 Tahun 1947 tentang Pembentukan Panitian Pemikir
Siasat Ekonomi.

Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1959 tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyat Sementara.



